
BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR A1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA REKLAME DAN PENETAPAN
REKLAME TAHUNAN

Menimbang : a.

BUPATI BURU,

bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2Ol1
tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan harga
dasar pengenaan Pajak Nilai Sewa Reklame dan
Penetapan Reklame Tahunan;

bahwa penetapan harga dasar pengenaan Pajak Nilai
Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan
dimaksudkan sebagai dasar untuk dilakukan
Fungutan Pajak Reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 16 Tahun 2Ol3
tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame
dan Penetapan Reklame Tahunan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 17 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO0 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 , Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Mengingat : 1.

b.

C.

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S%fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 tahun
2OlI tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2Ol1 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Kabupaten Buru (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ol2 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun
2Ol5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2A16
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015
Nomor 16);

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.

t2.



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015
Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

: PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA REKLAME DAN
PENETAPAN REKLAME TAHUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsrlr penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonam.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Dinas yang membidangi Pengelolaan

Pungutan Pajak Daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buru,
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru.
B. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi

Perseroan, terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan narna dan dalam bentuk
apapun, persekutrran, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan,
adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data
dan f atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpqjakan Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.

11.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi yang
dilakukan oleh/orang pribadi atau badan penyelenggara reklame
kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum



terdapat barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, danf atau dinikmati oleh umum.

13. Subjek pajak adalah ararrg pribadi atau badan yang dapat dikenal
pajak.

14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor atau melaporkan pajak yang terhitung.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yarrg latnanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.

lT.Palakyang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang
sampai kegiatan penagihan pajak wajib pajak serta pengawasan
penyetoran.

19. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
atau menyetor pajak yang terhitung ke kas daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati.

20. Surat ketetapan pajak daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat
ketetapan pajak yangmenentukan besar jumlah pokok pajak-

21.Surat ketetapan pajak daerah nihil, yang dapat disingkat SSPDN,

adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok wajib pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang
dan tidak dapat kredit Pajak.

22.Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang dapat disingkat
SKPDLB, adatah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pajak terhutang atau lebih besar dari pada pajak terhutang atau
tidak seharusnya terhutang.

23. Surat tagihan pajak daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak danf atau sangsi administrasi berupa
bunga danf atau benda.

24. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung danf atau kekeliruan
dalam penerapan ketetapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat
pembeiitahuan Pajak terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat keputusan keberatan adalah atas surat keputusan keberatan
terhadap surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak

daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak



daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil,
surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan
atau pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wqjib pajak.

26. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

2|.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
penJrusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk priode tahun pajak tersebut.

28. Pemeriksaan dan serangkaian dan pengelola data, keterangan dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji, kapatuhan pemenuhan,
kewajiban perpajakan daerah danf atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah.

2g.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan
tersangkanya.

30. Reklame papan danf atau bilboard adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan ka5ru, kertas, plastik
fiberlass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar
yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau
dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

31. Reklame kainlspanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, atau bahan lain yang
sejenisnya.

32. Reklame yang melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lebar
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan.

BAB II
PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN

PENETAPAN REKLAME TAHUNAN

1. Penetapan harga dasar dan tarif pajak Reklame yang digunakan kepada
wajib pajak

2.Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesat 25'/" (dua puluh lima) persen

3. Besarnya Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

No Jenis Reklame Besar ukuran Lokasi Pemasangan
Harga
Dasar

257"Tarif
Pajak

Per/Hari

1 2 3 4 5 6

1. Papan/Bilboard sld 2 M2 Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

4.000
3.200
2.OOO
1.600

1.O00
800
500
400



2.

3.

Megatron

Kain / Walpain
Sanscreen

2M2-6 M2

6 M2- 10 M2

10 M2-20 M2

Lebih Dari 20 Mz

sld 2 M2

2M2-6M2

6M2 - 10 M2

sld 2 M2

2M2-6M2

6M.2 - 10 M2

10M2-20M2

Lebih Dari 2O M2

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan DesafDusun

Fusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan. Jalan Utama

20.000
16.000
10.000
6.000

100.o00
60.000
40.ooo
20.000

160.000
100.000
60.ooo
40.000

200.000
160.000
100.000
60.oo0

400.000
300.oo0
200.ooo
100.000

600.oo0
400.000
200.000
100.000

800.000
600.000
400.000
200.ooo

40.ooo
32.OOO
20.000
12.000

60.o00
40.000
32.OO0
20.000

100.000
60.000
40.oo0
32.OO0

160.OOO
100.000
60.000
40.000

200.000
160.000

5.000
4.000
2.500
1.500

25.OOO
15.000
10.ooo
5.OO0

40.000
25.000
15.000
10.oo0

50.000
40.ooo
25.000
15.OOO

100.000
75.000
50.ooo
25.000

150.OO0
100.o00
50.000
25.OO0

200.000
150.000
100.o00
50.ooo

10.000
8.OOO
5.000
3.OOO

15.000
10.o00
8.OO0
5.000

25.000
15.000
10.ooo
8.OOO

40.ooo
25.OOO
15.OO0
10.000

50.000
40.000



4.

5

6

7

8

Timplate

Shopsign

Melekat/Stiker

Selebaran

Berialan

s/d M2

M2-6M2

M2 10 M2

LOM2-20 M2

Lebih dart 20 M2

sld 2 W1z

2M2-6M2

M2-10M2

10 M2 -20M2

Lebih Dari 20 M2

1 Lembar

1 Lembar

1 Lembar

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Fusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desaf Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/ Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Pusat Kota, Pasar,
Perkotaan, Jalan Utama

Dalam Kota, Kota
Kecamatan Desa/Dusun

Untuk semua lokasi

Untuk semua lokasi

Untuk semua lokasi

100.000
60.000

20.000
16.000
10.ooo
6.000

40.ooo
20.000
16.000
10.000

60.000
40.000
32.O00
24.OOO

80.000
60.000
40.000
32.000

100.ooo
80.000
60.000
40.ooo

60.000
40.000
32.000
20.000

80.ooo
60.ooo
40.000
20.ooo

100.000
80.000
60.000
40.o00

160.OOO
100.000
80.000
60.oo0

200.oo0
160.OOO
100.ooo
80.000

8.OOO

8.000

8.000

25.000
15.OOO

5.OO0
4.000
2.500
1.500

10.oo0
5.000
4.000
2.500

15.OOO
10.000
8.000
6.O00

20.ooo
15.O00
10.ooo
8.000

25.000
20.000
15.000
10.000

15.000
10.000
8.000
5.OO0

20.ooo
15.000
10.000
5.OOO

25.000
20.000
15.000
10.o00

40.ooo
25.000
20.000
15.OO0

50.ooo
40.000
25.OOO
20.000

2.OOO

2.000

2.000



9.

Termaksud pada
Kendaraan

Film / Slide /
Sinar

Lebih dari M2 Untuk semua lokasi 16.000 4.000

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buru
Nomor 16 Tahun 2Ol3 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Reklame
(Berita Daerah Kabupaen Buru Tahun 2013 Nomor 16 ) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 29 Jan:uari 2A16

)uv6r")+r,t,

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 29 Januari 2016

a.n. pUPATI BURU, I
AsBxnBTArs DAERAT{

lP os\\
/ AHMAD ASSAGAF

(

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 29

Paraf Koordina"i i ,

Kadis Pendapatan 4
Kabag Hukum A


